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BAB III 
 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
       Berdasarkan hasil penelitian  maka dapat disimpulkan bahwa : 
1. Pelaksanaan peralihan Hak Milik atas tanah karena jual beli tanah di 
Kecamatan Gondokusuman dan kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta Propinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta  pada tahun 2016 sudah sesuai dengan Pasal 
37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah yaitu 20 responden yang terdiri 12 (dua belas) orang 
melakukan peralihan Hak Milik atas tanah di hadapan PPAT Tetap, 
sedangkan 8 (delapan) orang dihadapan PPAT sementara,  karena 
pemindahan haknya hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta 
yang dibuat oleh PPAT. Adanya akta PPAT tersebut merupakan syarat bagi 
pendaftaran peralihan haknya di Kantor Pertanahan. Pelaksanaan peralihan 
Hak Milik atas tanah karena jual beli dipenuhi syarat yaitu fotokopi KTP 
dan Kartu Keluarga penjual dan pembeli suami dan istri dan surat nikah 
(bila ada alamat beda), Fotokopi surat kematian pasangan penjual/pembeli  
(bila salah satu meninggal), fotokopi PBB (SPPT dan STTS) tahun berjalan, 
Fotokopi NPWP penjual dan pembeli, sertipikat dan fotokopi, kwitansi 
jualbeli di atas materai 6000, denah lokasi tanah, Pelunasan PBB 5 tahun 
terakhir, Pajak Pembeli. 
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2. Pelaksanaan pendaftaran Peralihan Hak Milik atas tanah karena jual beli di 
kecamatan Gondokusuman dan Jetis, kota Yogyakarta pada Tahun 2016 
belum sepenuhnya mewujudkan tertib administrasi hukum Pertanahan 
berdasarkan Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
tentang Pendaftaran Tanah yaitu 20 (dua puluh responden yang terdiri dari 
10 responden sudah mendaftarkan peralihan Hak Milik atas tanah karena 
jual beli di PPAT Tetap yang sudah memperoleh sertipikat 8 orang dan 2 
(dua ) orang belum mendapat sertipikat karena sedang dalam proses di 
Kantor Pertanahan., sedangkan  6 (enam) orang yang sudah mendaftarkan 
peralihan Hak Milik atas tanah di PPAT Sementara yang sudah 
mendapatkan sertipikat 4 orang  dan 2 (dua) orang belum dapat sertipikat 
karena sedang dalam proses di Kantor Pertanahan, sedangkan 4 (empat) 
responden yang terdiri dari 2 orang belum mendaftarkan peralihan Hak 
Milik atas tanah karena jual beli di PPAT Tetap, sedangkan 2 (dua) 
responden belum mendaftarkan peralihan Hak Milik atas tanah karena jual 
beli karena kesibukan pekerjaan dan tidak mengetahui prosedur pendaftaran  
peralihan Hak Milik atas tanah karena jual beli.  
B. Saran-saran 
 
1. Sebaiknya Kepala Kantor Pertanahan kota Yogyakarta ,perlu berkelanjutan 
memberikan sosialisasi kepada aparat dan masyarakat yang belum 
terlaksana tentang pentingnya peralihan Hak Milik atas tanah karena jual 
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beli yang di lakukan di hadapan PPAT dan pendaftaran peralihan Hak 
Milik atas tanah karena jual beli di Kantor Pertanahan. 
2. Masyarakat khususnya pembeli dan penjual yang melakukan perbuatan 
hukum peralihan Hak Milik atas tanah karena jual beli harus lebih aktif 
bertanya tentang peralihan Hak Milik atas tanah karena jual beli ke Kantor 
Pertanahan kota Yogyakarta sehingga pada saat mengurus peralihan Hak 
Milik atas tanah dapat mempersiapkan syarat yang yang harus dipenuhi 
supaya berjalan dengan lancar. 
3. Sebaiknya Pemerintah memberikan penyuluhan terhadap masyarakat 
tentang perubahan peraturan baik di bidang perpajakan maupun 
pendaftaran tanah sehingga masyarakat mengetahui adanya perubahan 
peraturan yang telah diberlakukan saat ini. 
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